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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penyebab terjadinya sengketa tanah adalah karena masyarakat adat desa 

Tikong masih mengakui dan mempercayai bukti kepemilikan tanah menurut 

hukum adat. Dengan begitu masyarakat adat desa Tikong belum mengenal 

sertifikat tanah sebagai bukti tertulis hak kepemilikan tanah adat. 

Hal inilah yang membuat pemerintah daerah kabupaten pulau Taliabu 

mengambil alih tanah masyarakat adat desa Tikong dan di jadikan lahan 

pertambangan untuk meningkatkan dan menambah daya saing daerah serta PAD. 

Selain itu pemerintah daerah mengambil tanah masyarakat adat desa Tikong 

dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Sementara itu untuk penyelesaian sengketa tanah perkebunan masyarakat 

adat dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu  sudah melakukan 

musyawarah dan mendapatkan keputusan yaitu keinginan masyarakat akan di 

sesuaikan dengan kemampuan perusahaan.  
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5.2 Saran 

1.  Pemerintah daerah kabupaten pulau Taliabu harus secepat mungkin membuat 

perda tentang hak adat dan pertanahan, agar supaya masyarakat adat yang 

berada di daerah bisa di lindungi oleh hukum. 

2. Pemerintah harus membuat kadaster untuk pembuatan sertifikat tanah di 

kabupaten pulau Taliabu, yang sampai saat ini belum ada. 

3. Ketika ada program pemerintah yang masuk ke desa, harus di sosialisasikan 

dengan masyarakat terlebih dahulu, agar supaya dapat diketahui untung dan 

ruginya bagi seluruh elemen masyarakat. 
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